KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI MAROS

TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

NOMOR :4e@ (PR -07-NK /7%09 /207%
NOMOR : B-05/P.4.16/GS/08/2023

Pada hari ini Rabu tanggal 30 bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua Puluh Tiga
(30/08/2023) bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Maros Jalan Dr. Sam Ratulangi
Nomor 44 Maros, yang bertanda tangan di bawah ini :

JUMAEDI, S.Pd - Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Maros, berkedudukan di Jalan Asoka Nomor 3
Maros, yang diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Nomor 772 Tahun 2023 Tentang
Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi
Selatan Priode 2023 sampai dengan 2028,
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk
dan atas nama Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maros, selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.

WAHYUDI EKO HUSODO, : Kepala Kejaksaan Negeri Maros,

SH.,MH berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi No.44
Kec.Turikale Kab.Maros, yang diangkat
berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik
Indonesia Nomor : KEP-IV-567/C/07/2022
tentang Pemindahan, Pemberhentian dan
Pengangkatan dari dan dalam Jabatan
Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan
Republik Indonesi, dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya untuk dan atas nama
Kejaksaan Negeri Maros, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara terpisah dapat disebut
‘ sebagai dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu
menerangkan hal-hal sebagai berikut :



a.

Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelengaraan Pemnhhan Umum
yang * bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang bertugas. melaksanakan.

- pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupatn dan Wakll '

Bupati dan / atau Wali kota dan Wakil Wali Kota;
Bahwa PIHAK KEDUA adalah lLembaga Pemerintahan yang fungsnnya.

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang- melaksanakan kekuasaan negara-

dibidang penuntutan serta kewenangan Ia|n berdasarkan undang-undang,

- Bahwa kesepakatan ini “di Iaksanakan dengan memperhatlkan peraturan Perundang-
Undangan sebagai berikut : ‘ : .

1.

Undang undang Nomior 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang -

bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Neppotisme (Lembar Negara -
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara‘ o
- Republik Indonesia Nomor 3851); '

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 - tetang Kejaksaan Republik. Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2021
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Admnmstras1 Pemerintahan;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran-
Negara Republik Indonesia- Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Undang-undang Nomor 6:tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah
Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor .1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang;

. Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kejaksaan Republik Indonesia sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir .

" dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua -
. atas Peraturan Presiden Nomor. 38 tahun, 2010 tentang Organisasi dan Tata R

Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan

- Tata Kerja Kejaksaan 'Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali .
" diubah, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 tahun 2021 tentang
" Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung. Nomor Per-OOG/AIJA/07/2017
-tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan - Umum Provinsi, dan Komisi-

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang

. Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8-tahun

- 2019 tentang. Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provmsy

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, Fungsi,

‘Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretriat Jenderal Komisi. Pemilihan

* Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan: Umum Provmsu dan Sekretariat Komisi

~ Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

_ 10 Nota kesepahama antara Komisi. Pemilhan Umum dengan Kejaksaan Republlk -

IndoneS|a tanggal 7 Desember 2022.

Befdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepékét untuk .membuat
-Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungs1 dengan ketentuan sebagan
berlkut :

/



1

Pasél 1 \
MAKSUD DAN TUJUAN-

-Nota Kesepahaman ini dlmaksudkan sebagai Iandasan pelaksanaan dan pedoman'
bagi PARA PIHAK dalam  melaksanakan kerja sama yang dltentukan dan

: " disepakati dalam Nota Kesepahaman ini;

- Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memngkatkan kerja sama dan komltmen ‘V

dalam rangka Pelaksanaa Tugas dan FunQS| PARA PIHAK

" PASAL 2.
. RUANG LINGKUP

Ruang Ilngkup Kesepakatan Bersama |n| mellputl

a.
b.
c.

d.
) Penlngkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; dan

T O

Penerangan dan penyukuhan hukum;

Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau |nforma3| SR
Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum Iam di
bidang perdata dan tata usaha negara;

Pengamanan Pembangunan Strategis;

Keglatan lain yang dlsepakatl oleh PARA PIHAK.

. PASAL3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini dllaksanakan secara Kelembagaan berdasarkan ltlkad balk_
- PARA PIHAK. o

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dltlndaklanjutl dengan Perjanjlan Kerja

- Sama yang disusun dan disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang

- tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. :
- Perjanjian Kerja Sama sebagaiman dimaksud pada ayat (2) disusun - dan_
dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan

kebutuhan tugas dan fungsi masmg masmg PIHAK.

_PASAL 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini" berlaku untuk Jangka waktu 3 (tlga) tahun terh|tung sejak N
ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, dlubah atau diakhiri berdasarkan o

kesepakatan PARA PIHAK melalui Pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu

PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, ..

atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini waijib memberitahukan maksud tersebut
secara - tertulis kepada PIHAK lainnya. paling lambat 1 (satu) bulan sebelum:
berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau' sebelum rencana perubahan dan.

- pengakhiran Nota Kesepahaman,

PASAL5
PEMBIAYAAN

,'Séluruh b’iaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesépahaman ini,

dibebankan kepada anggaran masmg masnng PIHAK sesuai dengan ketentuan

- yang berlaku.



PASAL 6
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini
diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang
disebabkan keadaan / kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar kekuasaan
wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat force majeure yang
selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan kahar.

2. Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure) meliputi namun tidak
terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemic, epidemic, situasi politik dan
keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru-
hara dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal
yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.

3. Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaiman dimaksud pada ayat
(2), salah satu PIHAK memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis
disertai dengan bukti paling lambat 7 x 24 jam sejak terjadinya keadaan kahar
(force majeure).

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau
perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara
musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup
dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK
dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap
untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

~PIHAK KEDUA

WEKO HUSODO., SH.,MH



